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menerbitkan “Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan 
Mahkamah Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”. Analisis dan Evaluasi ini 
memuat topik bahasan di bidang perundang-undangan yang merupakan 
hasil kajian lebih lanjut, elaborasi, analisis dari ketentuan undang-undang 

yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam penerbitan ini setiap 
tulisan telah melalui proses pembahasan dan penyuntingan oleh tim 

redaksi Puspanlak BK DPR RI.  
Sebagai sistim pendukung bagi DPR RI, Puspanlak BK DPR RI dalam 

menerbitkan buku ini diharapkan dapat sebagai masukan bagi DPR RI 

sebagai pembentuk undang-undang dalam melakukan “legislative review” 
khususnya dalam mencermati pendapat hukum Mahkamah Konstitusi 
dalam putusannya. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan dasar-

dasar pemikiran dalam menyusun suatu Naskah Akademik terkait dengan 
perubahan atau penggantian undang-undang. Selain itu Analisis dan 

Evaluasi ini dapat juga digunakan sebagai bahan untuk menyusun Program 
Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahunan dalam daftar kumulatif 
terbuka.  

Kami berharap dalam setiap penerbitan buku ini, tulisan yang 
ditampilkan dapat semakin meningkat kualitasnya baik dari segi teknis 

maupun substansi. Tentu saja kelemahan dan kekurangan masih banyak 
ditemui, tetapi dengan upaya perbaikan yang secara terus menerus 
dilakukan bagi peningkatan kualitas tulisan yang ditampilkan akan 

semakin baik. Untuk itu kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak 
sangat diharapkan.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) telah dilakukan beberapa 

kali. Dari beberapa kali pengujian tersebut Mahkamah Konstitusi telah 

mengabulkan beberapa permohonan para pemohon dalam beberapa perkara 

baik seluruhnya maupun sebagian.  

Dalam Perkara nomor 82/PUU-XI/2013 diputuskannya secara bersyarat 

terhadap Pasal 5 UU Ormas, maka terdapat implikasi yuridis terhadap berlakunya 

pasal a quo, yaitu, bahwa Pasal 5 UU Ormas harus dimaknai bersifat kumulatif 

dan/atau alternatif yang artinya dari segenap tujuan Ormas yang dinormakan 

dalam Pasal a quo dapat dipenuhi secara keseluruhan baik dari huruf a sampai 

huruf h oleh Ormas atau hanya dipenuhi salah satu maupun beberapa tujuan 

Ormas dalam Pasal a quo. 

Dalam Perkara nomor 3/PUU-XII/2014 dengan diputuskan secara 

bersyarat terhadap Pasal 29 ayat (1) UU Ormas, maka terdapat implikasi 

yuridis terhadap berlakunya pasal a quo, yaitu bahwa Pasal 29 ayat (1) UU 

Ormas harus dimaknai adanya kemungkinan pengambilan keputusan 

berdasarkan suara terbanyak yang artinya kepengurusan Ormas di setiap 

tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat yang dapat digantikan 

dengan suara terbanyak. 

Dikabulkannya Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, 

Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (1) huruf a 

UU Ormas dan dikabulkannya secara bersyarat Pasal 5 dan Pasal 29 ayat (1) 

UU Ormas dalam 2 permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi telah 

menciptakan keadaan hukum baru. Keadaan hukum baru yang tercipta 

akibat putusan MK terhadap Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, 

Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 59 ayat 

(1) huruf a UU Ormas intinya terkait dengan dihapuskannya penggolongan 

Ormas berdasarkan lingkup nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota 

beserta tata cara verifikasi, kewajiban pendataannya, syarat struktur 

organisasi, hak dan kewajiban tiap anggota Ormas, keharusan Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas, serta 
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penghapusan ketentuan larangan bagi Ormas menggunakan bendera atau 

lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik 

Indonesia.  

Pasal-pasal yang dikabulkan secara bersyarat yaitu Pasal 5 dan Pasal 

29 ayat (1) UU Ormas. Pasal 5 UU Ormas mengenai tujuan Ormas, dengan 

putusan MK maka Ormas dapat memilih salah satu, beberapa, atau semua 

dari tujuan Ormas yang diatur dalam UU Ormas tersebut. Pasal 29 ayat (1) 

UU Ormas mengenai kepengurusan Ormas di setiap tingkatan, dengan 

putusan MK maka kepengurusan Ormas dapat dipilih baik secara 

musyawarah dan mufakat maupun dengan suara terbanyak. 

Rekomendasi terhadap pengujian beberapa Pasal dalam UU Ormas yang 

telah diputus MK sebagaimana telah dijelaskan di atas antara lain perlu 

dilakukannya perubahan terhadap UU Ormas yaitu terhadap Pasal 5 dan 

Pasal 29 ayat (1) yang dituangkan dalam rencana perubahan UU Ormas 

baik sebagai daftar kumulatif terbuka maupun dalam prolegnas prioritas 

Tahunan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disebut UUD Tahun 1945) menegaskan, bahwa Negara Kesatuan Republik 

Indonesia adalah negara hukum.1 Kaidah ini mengandung makna, bahwa 

hukum di negara Indonesia ditempatkan pada posisi yang startegis di dalam 

konstelasi ketatanegaraan. Berpijak pada sistem negara hukum, maka 

menurut Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim, bahwa peraturan ataupun 

ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu negara hukum harus 

berdasarkan atau bersumberkan pada peraturan-peraturan yang lebih tinggi. 

Hal ini berarti bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan yang lebih tinggi.2 

Berkaitan dengan itu pula maka ciri khas di dalam negara hukum 

demokrasi pancasila mengandung makna:  

1. Pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung persamaan 

dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan. 

2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu atau kekuatan lain dan 

tidak memihak. 

3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. 

Mewujudkan negara hukum, tidak saja diperlukan norma-norma 

hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum, 

tetapi juga diperlukan lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur 

hukum dengan didukung oleh perilaku hukum seluruh komponen 

masyarakat sebagai budaya hukum. Ketiga elemen tersebut, baik substansi 

hukum, struktur hukum maupun budaya hukum tersebut dikatakan sebagai 

sususan sistem hukum. 3 

                                                           
1  Lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. 
2  Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim  dalam Titik Triwulan Tutik. Eksistensi, Kedudukan, dan 

Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik 
Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007, hal 1. 

3  Ibid,. hal 2. 
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Suatu konsekuensi logis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagai negara hukum adalah terjaminnya kekuasaan kehakiman yang 

merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakan hukum dan 

keadilan berdasarkan UUD Tahun 1945. Salah satu ciri yang dianggap 

penting dalam setiap negara hukum yang demokratis (democratische 

rechtsstaat) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum 

(constitutional democracy) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang 

independen dan tidak berpihak (independent and impartial). Apapun sistem 

hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan the 

principle of independence and impartiality of the judiciary haruslah benar-

benar dijamin disetiap negara demokrasi konstitusional.4 

Amandemen UUD Tahun 1945 telah membawa angin perubahan dalam 

kehidupan ketatanegaraan Indonesia terutama dalam hal pelaksanaan 

kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut konstruksi 

kekuasaan kehakiman tidak lagi menjadi otoritas Mahkamah Agung 

(selanjutnya disebut MA) dan badan peradilan dibawahnya, tetapi juga oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) adalah 

sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 

untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian 

undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 (judicial review) merupakan 

salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelidiki dan menilai 

apakah materi suatu undang-undang tersebut bertentangan peraturan yang 

lebih tinggi derajatnya, serta apakah kekuasaan tertentu (verordenende 

macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu, atau bahkan apakah 

peraturan perundang-undangan tersebut terdapat cacat formal dalam 

pembentukannya. 

       Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

                                                           
4  Gunawan A. Tauda. Komisi Negara Independen, Yogyakarta: Genta Press, 2012, hal 38. 
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Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa 

salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir putusan yang bersifat final untuk menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar. Artinya bahwa putusan 

Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak 

diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final 

dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup 

pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). 

  Sejak berdirinya MK hingga saat ini sudah banyak UU yang 

dimohonkan untuk dilakukan pengujian terhadap UUD Tahun 1945. Salah 

satunya pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat). Sebagaimana kita ketahui bahwa 

lahirnya UU Advokat merupakan perwujudan prinsip-prinsip negara hukum 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peran dan fungsi Advokat 

sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal 

yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum 

seperti kepolisian dan kejaksaan.  

Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas 

profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan 

masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat 

dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat 

sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam 

menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses 

peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. 

Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang 

semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan 

hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin 

terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, 

negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi 

Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat 
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serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan 

perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.5 

Dalam perjalanannya, UU ini telah beberapa kali mengalami pengujian 

oleh beberapa pihak dengan dasar alasan yang bervariasi. Berikut hasil 

putusan MK atas pengujian UU Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 

1945)  yang secara umum tergambar dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5  Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
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No Perkara MK Pasal yang diuji 
Batu Uji  

UUD NRI 1945 
Amar Putusan 

1 Pkr.No.06/P

UU-II/2004 

Pasal 31 UU No. 18 

Tahun 2003 

Tentang Advokat 

 

Pasal 31 

 

“Setiap orang yang 

dengan sengaja 

menjalankan 

pekerjaan profesi 

Advokat dan 

bertindak 

seolaholah sebagai 

Advokat, tetapi 

bukan Advokat 

sebagaimana diatur 

dalam Undang-

Undang ini, 

dipidana dengan 

pidana penjara 

paling lama 5 (lima) 

Tahun dan denda 

paling banyak 

Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta)”. 

 

Pasal 28C ayat 

(1) dan ayat (2), 

dan Pasal 28D 

ayat (1) dan 

ayat (3) serta 

Pasal 28I ayat 

(2) UUD Tahun 

1945. 

1. Menyatakan permohonan 

pemohon dikabulkan; 

2. Menyatakan, Pasal 31 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

3. Menyatakan, Pasal 31 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat; 

4. Memerintahkan pemuatan 

putusan ini dalam Berita Negara 

Republik Indonesia sebagaimana 

mestinya.  

5. Memerintahkan pemuatan 

putusan ini dalam Berita Negara 

Republik Indonesia sebagaimana 

mestinya. 

2 Pkr.No.101/P

UU-VII/2009 

Pasal 4 ayat (1)  UU 

No. 18 Tahun 2003 

Tentang  Advokat. 

 

Pasal 4 ayat (1) 

 

“Sebelum 

Pasal 27 ayat 

(2), Pasal 28D 

ayat (1), dan 

Pasal 28I ayat 

(2) UUD Tahun 

1945 

1. Menyatakan mengabulkan 

permohonan para Pemohon untuk 

sebagian; 

2. Menyatakan: 

2.1 Menyatakan Pasal 4 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2003 tentang Advokat  

adalah bertentangan dengan 
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menjalankan 

profesinya, Advokat 

wajib bersumpah 

menurut agamanya 

atau 

berjanji dengan 

sungguh-sungguh di 

sidang terbuka 

Pengadilan Tinggi di 

wilayah domisili 

hukumnya”. 

 

UUD Tahun 1945 sepanjang 

tidak dipenuhi syarat bahwa 

frasa “di sidang terbuka 

Pengadilan Tinggi di wilayah 

domisili hukumnya” tidak 

dimaknai bahwa “Pengadilan 

Tinggi atas perintah Undang-

Undang wajib mengambil 

sumpah bagi para Advokat 

sebelum menjalankan 

profesinya tanpa mengaitkan 

dengan keanggotaan 

Organisasi Advokat yang pada 

saat ini secara de facto ada, 

dalam jangka waktu 2 (dua) 

Tahun sejak Amar Putusan ini 

diucapkan”; 

2.2 Menyatakan Pasal 4 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2003 tentang Advokat  

tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sepanjang 

frasa “di sidang terbuka 

Pengadilan Tinggi di wilayah 

domisili hukumnya” tidak 

dimaknai bahwa “Pengadilan 

Tinggi atas perintah Undang-

Undang wajib mengambil 

sumpah bagi para Advokat 

sebelum menjalankan 

profesinya tanpa mengaitkan 

dengan keanggotaan 

Organisasi Advokat yang pada 

saat ini secara de facto ada, 

dalam jangka waktu 2 (dua) 

Tahun sejak Amar Putusan ini 

diucapkan”; 

3. Menyatakan apabila setelah 
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jangka waktu dua Tahun 

Organisasi Advokat sebagaimana 

dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU 

Advokat belum juga terbentuk, 

maka perselisihan tentang 

organisasi Advokat yang sah 

diselesaikan melalui Peradilan 

Umum; 

4. Menolak permohonan para 

Pemohon untuk selain dan 

selebihnya; 

 

3 Pkr.No.26/P

UU-XI/2013 

Pasal 16 Undang-

Undang Nomor 18 

Tahun 2003 

Tentang Advokat  

 

Pasal 16 

“Advokat tidak 

dapat dituntut baik 

secara perdata 

maupun pidana 

dalam menjalankan 

tugas profesinya 

dengan iktikad baik 

untuk kepentingan 

pembelaan Klien 

dalam sidang 

pengadilan”. 

 

Pasal 28D Ayat 

(1), Pasal 28G 

Ayat (1), Pasal 

28H Ayat (2) 

UUD Tahun 

1945 

1. Mengabulkan permohonan para 

pemohon: 

1.1 Pasal 16 Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat bertentangan 

dengan UUD Tahun 1945 

sepanjang tidak dimaknai, 

“Advokat tidak dapat dituntut 

baik secara perdata maupun 

pidana dalam menjalankan 

tugas profesinya dengan 

iktikad baik untuk 

kepentingan pembelaan klien 

di dalam maupun di luar 

sidang pengadilan”. 

1.2 Pasal 16 Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat tidak 

mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang tidak 

dimaknai, ““Advokat tidak 

dapat dituntut baik secara 

perdata maupun pidana dalam 

menjalankan tugas profesinya 

dengan iktikad baik untuk 

kepentingan pembelaan klien 
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di dalam maupun di luar 

siding pengadilan”. 

2. Memerintahkan pemuatan 

putusan ini dalam Berita Negara 

Republik Indonesia sebagaimana 

mestinya. 

 

4 Pkr.No.112/P

UU-XII/2014 

dan Pkr. No. 

36/PUU-

XIII/2015 

 

Pasal 4 ayat (1) dan 

ayat (3)  Undang-

Undang Nomor 18 

Tahun 2003 

Tentang Advokat 

 

Pasal 4 ayat (1)  

 

“Sebelum 

menjalankan 

profesinya, Advokat 

wajib bersumpah 

menurut agamanya 

atau 

berjanji dengan 

sungguh-sungguh di 

sidang terbuka 

Pengadilan Tinggi di 

wilayah domisili 

hukumnya”. 

 

Pasal ayat (3) 

 

“Salinan berita 

acara sumpah 

sebagaimana 

dimaksud pada 

ayat (2) oleh 

Terhadap Pasal 

28A, Pasal 28C 

ayat (2), Pasal 

28D ayat (1), 

Pasal 28E ayat 

(2), Pasal 28G 

ayat (1), Pasal 

28H ayat (2), 

dan Pasal 28I 

ayat (1) UUD 

Tahun 1945 

1. Mengabulkan permohonan para 

pemohon untuk sebagian yakni 

Pasal 4 ayat  (1) UU No. 18 Tahun 

2003 tentang Advokat 

bertentangan dengan UUD Tahun 

1945 sepanjang frasa “di sidang 

terbuka pengadilan tinggi” 

sepanjang tidak dimaknai bahwa 

“Pengadilan Tinggi atas perintah 

Undang-Undang wajib mengambil 

sumpah bagi para Advokat 

sebelum menjalankan profesinya 

tanpa mengaitkan dengan 

keanggotaan Organisasi Advokat 

yang secara de facto ada yaitu 

PERADI dan KAI”. 

2. Menolak permohonan para 

pemohon untuk selain dan 

selebihnya; 

3. Memerintahkan pemuatan amar 

putusan ini dalam Berita Negara 

Republik Indonesia sebagaimana 

mestinya. 
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Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

dengan dikabulkannya permohonan uji materiil Pasal 4 ayat (1), Pasal 16, 

dan Pasal 31 UU Advokat terhadap UUD Tahun 1945 membawa implikasi 

dan akibat hukum serta menciptakan keadaan hukum baru sebagai 

implikasi  dikabulkannya permohonan uji materiil pasal-pasal a quo baik 

seluruhnya atau sebagian, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan analisis 

terhadap kelima Putusan MK tersebut.  

 

B. Permasalahan 

1. Bagaimana mengisi kekosongan hukum sebagai implikasi terhadap 

Pasal 4 ayat (1),  Pasal 16,  Pasal 31 UU Advokat yang dinyatakan tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK ? 

2. Apa  akibat  hukum  terhadap  Pasal 4 ayat (1),  Pasal 16,  Pasal 31 UU 

Advokat yang dinyatakan MK sebagai  konstitusionalitas 

/Inkonstitusional  bersyarat ? 

3. Apakah terjadi disharmoni norma dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 16, 

Pasal 31 UU Advokat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat oleh  MK berimplikasi terhadap norma pasal ayat lain yang 

tidak diujikan?  

 

 

 

 

Panitera Pengadilan 

Tinggi yang 

bersangkutan 

dikirimkan kepada 

Mahkamah Agung, 

Menteri, dan 

Organisasi 

Advokat”. 
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C. Tujuan  Kegiatan 

1. Untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari Pasal 4 ayat (1), Pasal 

16, Pasal 31 UU Advokat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan 

hukum mengikat oleh MK. 

2. Untuk memperjelas norma Pasal 4 ayat (1), Pasal 16, Pasal 31 UU 

Advokat secara inkonstitusional bersyarat.  

3. Untuk mengharmonisasi pengaturan sebagai akibat dari Pasal 4 ayat 

(1), Pasal 16, Pasal 31 UU Advokat yang dinyatakan tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat oleh MK.   

 

D. Kegunaan 

1. Sebagai data pendukung penyusunan Naskah Akademis dan memberi 

masukan bagi Dewan dalam penyusunan RUU.  

2. Sebagai bahan untuk menetapkan suatu RUU dalam prolegnas 

kumulatif terbuka  

 

E. Metode Kajian 

Penyusunan Analisis dan Evaluasi Pengujian terhadap UU Advokat 

yang dikabulkan oleh MK dilakukan dengan metode yuridis normatif yang 

dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder terutama 

peraturan perundang-undangan, putusan mahkamah konstitusi, jurnal, 

teori dan pendapat para ahli.   
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

1. Konstitusionalitas Undang-Undang 

Pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang menjadi 

kewenangan MK merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas 

undang-undang (constitutionality of law) yang menjamin bahwa undang-

undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan 

dengan UUD Tahun 1945. Kewenangan pengujian undang-undang 

menimbulkan sebuah kewenangan yang mutatis mutandis (dengan 

sendirinya) ada, yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Apabila dalam 

konstitusi tidak terdapat ketentuan yang ekplisit mengenai kewenangan 

menafsir konstitusi kepada lembaga negara yang diberikan kewenangan 

constitutional review, maka harus dipahami bahwa kewenangan menafsirkan 

konstitusi menyertai kewenangan constitutional review tersebut. Oleh sebab 

itu, sering dinyatakan bahwa Constitutional Court itu merupakan “the 

guardian of constitution and the sole interpreting of constitution”, disebut 

sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutus apakah 

sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau 

tidak.6  

Kewenangan menafsirkan itu sesungguhnya timbul dari sebuah tafsir 

Pasal 24C UUD Tahun 1945 bahwa “MK menguji undang-undang terhadap 

UUD” sebagai ketentuan pemberian kewenangan constitutional review kepada 

MK, ketentuan tersebut tidak mengandung kewenangan MK untuk 

melakukan penafsiran terhadap konstitusi, namun sangatlah tidak mungkin 

dapat melakukan penilaian pertentangan norma sebuah undang-undang 

apabila tidak menggunakan penafsiran konstitusi, dalam hal ini MK sebagai 

penafsir sah terhadap undang-undang dasar atau konstitusi (the legitimate 

interpreter of the constitution).  

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, salah satu 

kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat 

                                                           
6  Dikutip dari Tanto Lailam, Jurnal Media Hukum Vol. 21 No. 1 Juni 2014, Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian undang-undang 

terhadap UUD Tahun 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi 

tersebut merupakan wujud dari prinsip atau asas konstitusionalitas undang-

undang (constitutionality of law) yang menjamin bahwa undang-undang yang 

dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 

Tahun 1945. 

Menurut Sri Soemantri, dalam praktiknya dikenal adanya dua macam 

hak menguji yaitu7: 

a. Hak menguji formil (formale toetsingsrecht); 

Hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu 

produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-

cara (procedur) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Dalam pengujian 

formal ini tampak jelas bahwa yang dinilai atau diuji adalah tatacara 

(procedur) pembentukan suatu undang-undang, apakah sesuai ataukah 

tidak dengan yang telah ditentukan/digariskan dalam peraturan 

perundang-undangan.  

b. Hak menguji material (materiele toetsingsrecht). 

Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan 

kemudian menilai, apakah suatu pertauran perundang-undangan isinya 

sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya 

serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak 

mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Hak menguji material ini 

berkenanan dnegan isi dari suatu peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi derajatnya. Jika suatu undang-undang dilihat dari isinya 

bertentangan dengan undang-undang dasar maka undang-undang 

tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat.  

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqqie, dalam praktiknya dikenal 

adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut 

norm control mechanism. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma 

                                                           
7  Sri Soemantri, Hak Uji Material Di Indonesia, Bandung; Alumni, 1997, hal 6-11. 



13 

 

hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum yaitu 

keputusan normative yang berisi dan bersifat pengaturan (regeling), 

keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administrative 

(beschikking), dan keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman 

(judgement) yang biasa disebut vonis. Mekanisme pengujian norma hukum 

ini dapat dilakukan dengan mekanisme pengujian yang dilakukan oleh 

lembaga peradilan yang dikenal dengan istilah judicial review. Terdapat 

beberapa jenis pengujian yaitu legislative review(pengujian tersebut diberikan 

kepada parlemen), executive review (pengujian tersebut diberikan kepada 

pemerintah), dan judicial review (pengujian yang diberikan kepada lembaga 

peradilan).8Ketiga bentuk norma hukum ada yang merupakan individual and 

concret norms, dan ada pula yang merupakan general and abstract norms. 

Vonis dan beschikking selalu bersifat individualand concrete9 sedangkan jika 

yang diuji normanya bersifat umum dan abstrak maka norma yang diuji itu 

adalah produk regeling. Pengujian norma hukum yang bersifat konkret dan 

individual termasuk dalam lingkup peradilan tata usaha negara. 10 

Dalam pengujian undang-undang, terdapat dua istilah yakni judicial 

review dan constitutional review. Constitutional review yang dapat diartikan 

sebagai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang 

pada saat ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, judicial review 

dapat diartikan sebagai pengujian peraturan perundang-undangan dibawah 

undang-undang terhadap undang-undang yang pada saat ini dilakukan oleh 

Mahkamah Agung.11 

Pada dasarnya banyak yang menyamakan istilah judicial review dan 

constitutional review, padahal kedua istilah ini berbeda. Jika constitutional 

review maka ukuran pengujiannya dilakukan dengan menggunakan 

konstitusi sebagai alat ukur, namun jika norma yang diujikan tersebut 

menggunakan batu ujinya adalah undang-undang maka dapat dikatakan 

                                                           
8  Jimly Asshiddiqqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal 

1-2  
9  Jimly Asshiddiqqie, ibid, hal 2 
10 Jimly Asshiddiqqie, Model-Model Pengujian Konstutusional di Berbagai Negara, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010, hal 7  
11  Mahfud, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 

hal 64-65. 
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sebagai judicial review.12 Konsep constitutional review berkembang dari 

gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan 

atas ide-ide negara hukum (rule of law), prinsip pemisahan kekuasaan 

(separation of power), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia 

(the protection of fundamental rights). Dalam constitutional review terdapat 

dua tugas pokok yakni13: 

a. Untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan 

perimbangan peran atau interplay antar cabang kekuasaan legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif. Dengan perkataan lain constitutional review 

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pendayagunaan kekuasaan oleh 

satu cabang kekuasaan lainnya; dan 

b. Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan 

kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak fundamental warga 

negara yang dijamin dalam konstitusi. 

Dengan adanya keberadaan Mahkamah Konstitusi juga telah 

menciptakan pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan yang 

memungkinkan adanya proses saling mengawasi dan saling mengimbangi di 

antara cabang-cabang kekuasaan negara yang ada atau lazim disebut 

dengan mekanisme checks and balances. Hal itu tampak terutama dari salah 

satu kewenangan yang dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk 

menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945. 

Dengan demikian, esensi dari produk putusan Mahkamah Konstitusi 

dalam menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 ditempatkan 

dalam bingkai mekanisme check and balances antara lembaga negara. 

Hubungan untuk saling mengontrol ini, pada akhirnya dimaksudkan untuk 

melahirkan suatu produk hukum yang adil dan betul-betul berorientasi pada 

kepentingan rakyat. Sehingga, pengujian undang-undang terhadap UUD 

Tahun 1945 dapat juga dilihat sebagai bagian dari koreksi terhadap produk 

yang dihasilkan oleh DPR RI dan Presiden. 

Terkait putusan MK dalam perkara Nomor  06/PUU-II/2004, No. 

101/PUU-VII/2009,  No.26/PUU-XI/2013  No. 112/PUU-XII/2014 dan No. 

                                                           
12  Jimly Assiddiqie, Op.Cit., hal 7. 
13  Jimly Assiddiqie, Ibid., hal 8-9. 
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36/PUU-XIII/2015 yang menguji Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 16, dan 

Pasal 31 UU Advokat terhadap UUD Tahun 1945, majelis mengabulkan 

permohonan Pemohon baik secara bersyarat maupun tidak bersayarat 

terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 31 UU Advokat. Maka terhadap 

kedua putusan MK tersebut yang pada intinya mengabulkan permohonan 

adalah bentuk pengujian secara materiil berkenanan dengan isi dari suatu 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Jika suatu 

undang-undang dilihat dari isinya bertentangan dengan undang-undang 

dasar maka undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai 

daya mengikat. Dalam hal ini mahkamah menganggap terjadi pertentangan 

antara norma yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi, yakni 

pertentangan antara Pasal 4 ayat (1), Pasal Pasal 16, dan Pasal 31 UU 

Advokat  terhadap UUD Tahun 1945. 

 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Final dan Mengikat 

Mahkamah Konstitusi yang diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki dua fungsi ideal yaitu MK 

dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi dan berfungsi untuk menjamin, 

mendorong, mengarahkan, membimbing, dan memastikan bahwa UUD NRI 

Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara 

agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijalankan dengan benar dan 

bertanggung jawab; dan MK harus bertindak sebagai penafsir karena MK 

dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi penafsir UUD NRI Tahun 1945. 

Melalui fungsi ini maka Mahkamah Konstitusi dapat menutupi segala 

kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.14 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka Mahkamah Konstitusi 

diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 

NRI Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; memutus pembubaran 

partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan 

                                                           
14  Soimin dan Mashuriyanto: 2013, hal 51 
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memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 

perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 

dan/atau Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD NRI 

Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi, Pasal 29 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Dari uraian diatas maka diketahui bahwa sifat dari putusan 

Mahkamah Konstitusi yaitu final yang artinya bahwa putusan Mahkamah 

Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan 

dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan 

hukum mengikat (final and binding).15 Konsep ini mengacu pada prinsip 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni secara sederhana dan cepat 

sebagaimana diuraikan dalam penjelasan No. 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi yang secara utuh menjelaskan bahwa Mahkamah 

Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, 

dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat. Putusan 

Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tersebut, tidak dapat 

dilepaskan dengan asas erga omnes yang diartikan dengan mengikat secara 

umum dan juga mengikat terhadap obyek sengketa. Apabila suatu peraturan 

perundang‐undangan oleh hakim menyatakan tidak sah, karena 

bertentangan dengan peraturan perundang‐undangan yang lebih tinggi, 

berarti peraturan perundang‐undangan tersebut berakibat menjadi batal dan 

tidak sah untuk mengikat setiap orang.16 

Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan 

mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa “final” dalam Kamus 

                                                           
15  Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi. 
16  S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: 

Liberty, 1997, hal 211. 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Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dalam rangkaian 

pemeriksaan” sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, 

“menyatukan”. Bertolak dari arti harfiah ini maka frasa final dan frasa 

mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya dari suatu 

proses pemeriksaan telah memiliki kekuatan mengeratkkan atau 

menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Makna harfiah 

di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan 

Mahkamah Konstitusi artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk 

menempuh upaya hukum. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang 

pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat (verbindende kracht).17 

Secara Substansial makna hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi 

yang final dan mengikat dibagi dalam beberapa bagian yaitu: 

a. Menjaga konstitusi (The Guardian of Constitution), menafsirkan konstitusi 

(The Interpreteur of Constitution), menjaga demokrasi, menjaga persamaan 

di mata hukum, dan koreksi terhadap undang-undang.  

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan tidak lain 

berperan sebagai pengawal konstitusi (The Guardian of Constitution), agar 

konstitusi selalu dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh 

setiap komponen negara dan masyarakat. Mahkamah Konstitusi berfungsi 

mengawal dan menjaga agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara 

konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi 

berdasarkan konstitusi. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, proses 

penjaminan demokrasi yang konstitusional diharapkan dapat diwujudkan 

melalui proses penjabaran dari empat kewenangan konstitusional 

(constitusionally entrusted powers) dan satu kewajiban (constitusional 

obligation). Mahkamah Konstitusi bertugas melakukan penyelesaian 

persengketaan yang bersifat konstitusional secara demokratis.18 

Putusan-putusan yang final dan mengikat   yang ditafsirkan sesuai 

dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dimana pelaksanaannya harus 

bertanggungjawab, sesuai dengan kehendak rakyat (konstitusi untuk 

                                                           
17 Malik, Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Jurnal 

Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hal 82. 
18  Malik, Ibid., hal 83. 
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rakyat bukan rakyat untuk konstitusi), dan cita‐cita demokrasi, yakni 

kebebasan dan persamaan (keadilan).Artinya Mahkamah Konstitusi tidak 

hanya sebagai penafsir melalui putusan‐putusannya melainkan juga 

sebagai korektor yang aplikasinya yang tercermin dalam undang‐undang 

yang dibuat oleh DPR dan Presiden dengan batu uji konstitusi melalui 

interprestasinya dengan kritis dan dinamis.Putusan Mahkamah Konstitusi 

yang final dan mengikat merupakan refleksi dari fungsinya sebagai 

penjaga konstitusi, penjaga demokrasi, penjaga persamaan dimata hukum, 

penafsir konstitusi dan korektor undang‐undang agar disesuaikan dengan 

UUD. 19 

b. Membumikan prinsip-prinsip negara hukum; 

Filosofi negara hukum adalah negara melaksanakan kekuasaannya, 

tunduk terhadap pengawasan hukum. Artinya ketika hukum eksis 

terhadap negara, maka kekuasaan negara menjadi terkendali dan 

selanjutnya menjadi negara yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan 

hukum tertulis atau tidak tertulis (konvensi).14  

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas tertinggi, tatkala 

putusannya yang final dan mengikat, makna hukumnya adalah 

membumikan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila 

sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Dimana, melalui 

putusan Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus hal‐hal yang 

berkaitan dengan kewenangan adtribusi yang diberikan kepadanya untuk 

menjaga, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan 

asas kerukunan. 20 

c. Membangun sebuah penegakkan hokum 

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan 

yaitu kepastian hukum (rechissicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) 

dan keadilan (gerechtigkeit).21 Selanjutnya ditegaskan bahwa kepastian 

hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan 

sewenang‐wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh 

                                                           
19  Ibid., hal 84. 
20  Ibid., hal 85. 
21  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal 140.  
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sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat 

mengharapkan mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan 

adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, karena hukum 

bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk 

ketertiban masyarakat.22 Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan 

mengikat dapat dimaknai sebagai penegakan hukum tata negara. 

Khususnya menyangkut pengontrolan terhadap produk politik yaitu 

undang‐undang yang selama ini tidak ada lembaga yang dapat 

mengontrolnya. Pada sisi lain, juga dapat menegakkan hukum dimana 

memutuskan tentang benar salahnya Presiden atau Wakil Presiden yang 

dituduh oleh DPR bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum. 

Demikian juga dapat memutuskan tentang sengketa‐sengketa khusus yang 

merupakan kewenangannya termasuk memutuskan untuk membubarkan 

partai politik. Dengan demikian, hal ini sangat diharapkan sebagai wujud 

perlindungan hak‐hak masyarakat dan juga menempatkan semua orang 

sama di mata hukum (equality before the law). 23 

d. Perekayasa Hukum24 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat ( final dan 

banding) merupakan suatu bentuk rekayasa hukum. Frasa “rekayasa” 

diartikan sebagai penerapan kaidah‐kaidah ilmu dalam pelaksanaan 

seperti perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian 

kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien.  

Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat sebagai sebuah 

bentuk rekayasa hukum yang diwujudkan dalam bentuk norma atau 

kaidah yang sifatnya membolehkan, mengajurkan, melarang, 

memerintahkan untuk berbuat atau tidak berbuat. Nilai mengikat dari 

putusan Mahkamah Konstitusi yang final adalah sama dengan nilai 

mengikat dan sebuah undang‐undang hasil produk politik, yang berfungsi 

sebagai alat rekayasa sosial politik, alat kontrol terhadap masyarakat dan 

                                                           
22  Ibid. 
23  Malik, Op.Cit., hal 87. 
24  Ibid. 
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penguasa serta memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh 

komponen bangsa.  

 

Terkait putusan MK dalam perkara Nomor  06/PUU-II/2004 , No. 

101/PUU-VII/2009,  No.26/PUU-XI/2013  No. 112/PUU-XII/2014 dan No. 

36/PUU-XIII/2015 yang menguji Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 16, 

dan Pasal 31 UU Advokat terhadap UUD Tahun 1945, majelis 

mengabulkan permohonan Pemohon baik secara bersyarat maupun tidak 

bersyarat terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 31 UU Advokat, 

maka terhadap putusan MK tersebut yang pada intinya mengabulkan 

permohonan para Pemohon adalah berlaku final dan mengikat. Artinya 

bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut langsung memperoleh 

kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang 

dapat ditempuh. Selain itu, maka sejak diucapkan putusan MK tersebut 

memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan 

eksekutorial. 

 

3. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat 

negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan 

dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para 

pihak kepadanya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan 

sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim tersebut 

merupakan tindakan negara di mana kewenangannya dilimpahkan kepada 

hakim baik berdasarkan UUD TAHUN 1945 maupun undang-undang.25 

Dari sudut pandang hukum tata negara, putusan Mahkamah 

Konstitusi termasuk dalam keputusan negara yang mengandung norma 

hukum sama halnya dengan putusan pembentuk undang-undang yang 

bersifat pengaturan (regeling). Putusan Mahkamah Konstitusi dapat 

membatalkan suatu undang-undang atau materi muatan dalam undang-

                                                           
25  Ibid., hal 201. 
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undang, sedangkan pembentuk undang-undang menciptakan norma hukum 

dalam bentuk materi muatan dalam suatu undang-undang.26 

Putusan Mahkamah Konstitusi terutama dalam pengujian undang-

undang kebanyakan jenisnya adalah bersifat declaratoir constitutief. Artinya 

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan satu 

keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai negative 

legislature.27 Hal lain yang perlu dicermati lebih lanjut adalah adanya 

putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat 

(conditionally constitutional) maupun inkonstitusional bersyarat (conditionally 

unconstitutional). Varian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan 

putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak 

bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan persyaratan 

pemaknaan dan keharusan kepada lembaga negara dalam pelaksanaan 

suatu ketentuan undang-undang untuk memperhatikan penafsiran 

Mahkamah Konstitusi atas konstitusionalitas ketentuan undang-undang 

yang sudah diuji tersebut.28 Dengan demikian, terdapat penafsiran sendiri 

dari Mahkamah Konstitusi agar suatu norma undang-undang tidak 

bertentangan dengan UUD Tahun 1945. 

Putusan Mahkamah Konsitusi sejak diucapkan di hadapan sidang 

terbuka untuk umum dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu:29 

1. Kekuatan mengikat 

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan 

putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara 

(interpartes), yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD, ataupun pihak 

terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan 

tersebut mengikat bagi semua orang, lembaga negara, dan badan hukum 

dalam wilayah republik Indonesia. 

Putusan tersebut berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum 

diciptakan pembuat undang-undang. Dengan demikian, Hakim 

                                                           
26  Jimly Asshidqie dalam Ronny SH Bako, dkk (2009), Analisis terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, hal 3. 
27  Maruarar Siahaan (2012), Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal 212. 
28  Mahfud MD, Problematika Putusan MK yang Bersifat Positive Legislature, pengantar dalam buku 

Martitah, Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature. 
29  Maruarar Siahaan (2012), Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal 214-216. 
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Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai negative lagislator yang 

putusannya bersifat erga omnes, yang ditujukan pada semua orang. 

 

2. Kekuatan pembuktian 

Dalam perkara konstitusi yang putusannya bersifat erga omnes, maka 

permohonan pengujian yang menyangkut materi yang sama yang sudah 

pernah diputus tidak dapat lagi diajukan untuk diuji oleh siapapun. 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap 

demikian dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti 

secara positif bahwa apa yang diputus oleh hakim itu dianggap telah 

benar. Selain itu, pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan. 

 

3. Kekuatan eksekutorial 

Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai undang-undang dan 

tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen 

atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan 

dengan UUD TAHUN 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. Eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi telah dianggap 

terwujud dengan pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negara 

sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika 

menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang pada 

intinya menyatakan undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum 

ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut 

bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Ketentuan ini juga berarti bahwa 

putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-
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undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat tidak boleh berlaku surut.30 

   Terkait putusan MK dalam perkara Nomor  06/PUU-II/2004 , No. 

101/PUU-VII/2009,  No.26/PUU-XI/2013  No. 112/PUU-XII/2014 dan 

No. 36/PUU-XIII/2015 yang menguji Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 

16, dan Pasal 31 UU Advokat terhadap UUD Tahun 1945, majelis 

mengabulkan permohonan Pemohon baik secara bersyarat maupun tidak 

bersyarat terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 31 UU Advokat, 

maka terhadap putusan MK tersebut yang pada intinya mengabulkan 

permohonan para Pemohon memiliki akibat hukum bahwa putusan 

mahkamah konstitusi tersebut meniadakan satu keadaan hukum atau 

menciptakan hak atau kewenangan tertentu. Dengan kata lain bahwa 

putusan tersebut akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi 

satu keadaan hukum atau hak dan/atau kewenangan tertentu, dalam hal 

ini adalah terkait pelaksanaan tugas profesi advokat dan pengambilan 

sumpah calon advokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30  Ibid. hal 218. 
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BAB III 

ANALISIS DAN EVALUASI 

A. Analisis 

1. Pendapat Hukum Mahkamah Konstitusi 

1.1    Pendapat Hukum MK Dalam Perkara Nomor 006/PUU-II/2004. 

 

Dalam perkara ini Pasal yang diujikan adalah  Pasal 31 UU No. 18 

Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan:  

“Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi 

Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan 

Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling 

banyak Rp. 50.000 000,00 (lima puluh juta) rupiah”. 

 

Pasal a quo menurut anggapan pemohon bertentangan dengan Pasal 

28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I 

ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: 

Pasal 28D ayat (1) 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yangs ama dihadapan 

hukum. 

Pasal 28D ayat (3) 

Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 

dalam pemerintahan. 

Pasal 28I ayat (2) 

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatiif atas 

dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 

  

 Terhadap pengujian Pasal a quo mahkamah berpendapat bahwa Pasal 

1 ayat (3) UUD Tahun 1945 secara tegas menyatakan Indonesia adalah 

negara hukum yang dengan demikian berarti bahwa hak untuk 
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mendapatkan bantuan hukum, sebagai bagian dari hak asasi manusia, 

harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, 

kendatipun undang-undang dasar tidak secara eksplisit mengatur atau 

menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin 

pemenuhannya. Dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk 

mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, 

keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, 

yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, 

teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk 

memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh 

karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai 

instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk 

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian 

kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga 

dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum 

dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata 

membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan 

perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-

negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga 

negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika 

Serikat, seperti dikatakan McClymont & Golub, “...university legal aid 

clinics are now part of the educational and legal landscape in most regions of 

the world. They have already made contributions to social justice and public 

service in the developing world, and there are compelling benefits that 

recommend their consideration in strategies for legal education and public 

interest law...” [vide lebih jauh Mary McClymont & Stephen Golub, Many 

Roads to Justice, 2000, hal. 267- 296). Namun, peran demikian menjadi 

tidak mungkin lagi dijalankan oleh LKPHUMM atau lembaga-lembaga lain 

sejenis, sebagaimana telah ternyata dari pengalaman dan keterangan Para 

Kuasa Pemohon di hadapan persidangan tanggal 30 September 2004, dan 

diperkuat oleh keterangan pihak terkait dari lembaga Biro Bantuan 

Hukum Universitas Padjadjaran yaitu Eva Laela, S.H. dan Dedi Gozali, 
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S.H. pada persidangan tanggal 30 September 2004, yang menyatakan 

keduanya telah disidik oleh penyidik dengan sangkaan telah melanggar 

ketentuan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003, meskipun penyidikan 

kemudian dihentikan. Namun penghentian penyidikan tersebut dilakukan 

bukan karena alasan yang bersangkutan tidak memenuhi unsur-

unsur Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003, melainkan peristiwa yang 

disangkakan tersebut terjadi sebelum berlakunya undang-undang a quo. 

 Bahwa dalam praktik, rumusan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 

dimaksud bukan hanya mengakibatkan tidak memungkinkan lagi 

berperannya lembaga-lembaga sejenis LKPH UMM memberikan bantuan 

dan pelayanan hukum kepada pihak-pihak yang kurang mampu, 

melainkan ketentuan dalam pasal dimaksud juga dapat mengancam setiap 

orang yang hanya bermaksud memberikan penjelasan mengenai suatu 

persoalan hukum, hal mana dikarenakan pengertian Advokat sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.18 Tahun 2003 adalah “orang 

yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan 

dalam undang-undang ini”, sehingga seseorang yang memberikan 

penjelasan tentang suatu persoalan hukum kepada seseorang lainnya dan 

kemudian sebagai ucapan terima kasih orang yang disebut terdahulu 

menerima suatu pemberian, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan 

sebagai honorarium oleh pihak yang memberi, dapat dituduh telah 

melakukan perbuatan “bertindak seolah-olah sebagai advokat” dan 

karenanya diancam dengan pidana yang sedemikian berat. 

Pasal 31 undang-undang a quo mengancam pidana kepada seseorang 

yang menjalankan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai 

advokat tetapi bukan advokat sebagaimana dimaksud dalam undang- 

undang a quo. Sedangkan yang dimaksud dengan profesi advokat adalah 

orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di 

luar pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 18 

Tahun 2003. Sementara itu pada angka 2-nya dinyatakan bahwa jasa 

hukum adalah memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, 
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menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan 

tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. 

Berdasarkan argumen Pemohon sebagaimana telah dijelaskan diatas 

Mahkamah memberikan pendapatnya sebagai bahwa Dalam Pasal 28F 

UUD Tahun 1945 setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 

tersedia. Seseorang yang memerlukan jasa hukum di luar pengadilan pada 

hakikatnya adalah ingin memperoleh informasi hukum dan dijamin oleh 

Pasal 28F UUD Tahun 1945. Adalah menjadi hak seseorang untuk memilih 

sumber informasi yang dipandangnya tepat dan terpercaya. 

Pasal 31 jo Pasal 1 angka 1 undang-undang a quo membatasi 

kebebasan seseorang untuk memilih sumber informasi karena seseorang 

yang melakukan konsultasi hukum di luar pengadilan oleh undang- 

undang a quo hanya dibenarkan apabila sumber informasi tersebut adalah 

seorang advokat. Jika seseorang bukan advokat memberikan informasi 

hukum, terhadapnya dapat diancam oleh Pasal 31 undang-undang a quo. 

Pencari informasi akan sangat terbatasi dalam memilih sumber informasi 

karena yang bukan advokat terhalang untuk memberikan informasi 

dengan adanya Pasal 31 undang-undang a quo. 

      UU No. 18 Tahun 2003 adalah undang-undang advokat yaitu undang-

undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota 

organisasi profesi advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap 

pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan undang-

undang advokat, di samping melindungi advokat sebagai organisasi 

profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa 

advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari 

kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat. Sebagai undang-

undang yang mengatur profesi, seharusnya UU No. 18 Tahun 2003 tidak 

boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang 
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boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian 

harus diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat 

ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk 

tampil dengan menggunakan pengacara (verplichte procureurstelling). Oleh 

karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum 

acara maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil 

mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan. Hal ini juga sesuai 

dengan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat 

tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan 

jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum. 

         Mahkamah juga berpandangan bahwa dalam persidangan 

Mahkamah tanggal 30 September 2004, sejarah lahirnya 

perumusan undang-undang a quo, pasal tersebut memang dimaksudkan 

agar yang boleh tampil beracara di hadapan pengadilan hanya advokat, 

yang dengan demikian berarti undang-undang a quo telah mengatur 

materi muatan yang seharusnya menjadi materi muatan undang- undang 

yang mengatur hukum acara. Bahkan, andaikatapun maksud demikian 

tidak ada, sebagaimana diterangkan wakil Pemerintah (c.q. Dirjen Hukum 

dan Perundang-undangan) pada persidangan tanggal 23 Agustus 2004, 

rumusan Pasal 31 undang-undang a quo dapat melahirkan penafsiran 

yang lebih luas daripada maksud pembentuk undang-undang (original 

intent) yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan ketidakpastian 

hukum dan ketidakadilan bagi banyak anggota masyarakat yang 

membutuhkan jasa pelayanan dan bantuan hukum karena Pasal 31 UU 

No.18 Tahun 2003 dimaksud dapat menjadi hambatan bagi banyak 

anggota masyarakat yang tak mampu menggunakan jasa advokat, baik 

karena alasan finansial maupun karena berada di wilayah tertentu yang 

belum ada advokat yang berpraktik di wilayah itu, sehingga akses 

masyarakat terhadap keadilan menjadi makin sempit bahkan tertutup. 

Padahal, akses pada keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari ciri lain 

negara hukum yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses 

oleh semua orang (accessible to all), sebagaimana diakui dalam 
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perkembangan pemikiran kontemporer tentang negara hukum. Jika 

seorang warga negara karena alasan finansial tidak memiliki akses 

demikian maka adalah kewajiban negara, dan sesungguhnya juga 

kewajiban para advokat untuk memfasilitasinya, bukan justru 

menutupnya (vide Barry M. Hager,The Rule of Law, 2000, hal. 33). 

 

          Jika pun benar maksud perumusan Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003 

tersebut adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari 

kemungkinan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-

aku sebagai advokat, kepentingan masyarakat tersebut telah cukup 

terlindungi oleh ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga 

oleh karenanya ketentuan Pasal 31 undang-undang a quo harus 

dinyatakan sebagai ketentuan yang berlebihan yang berakibat pada 

terhalanginya atau setidak-tidaknya makin dipersempitnya akses 

masyarakat terhadap keadilan, yang pada gilirannya dapat menutup 

pemenuhan hak untuk diadili secara fair (fair trial), terutama mereka yang 

secara finansial tidak mampu, sehingga kontradiktif dengan gagasan 

negara hukum yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 

Tahun 1945. 

        Menimbang pula bahwa, sebagai perbandingan, akses terhadap 

keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara fair adalah 

melekat pada ciri negara hukum (rule of law), dan karenanya dinilai 

sebagai hak konstitusional, sudah merupakan communis 

opinio sebagaimana terlihat antara lain dalam putusan Pengadilan Inggris 

dalam kasus R v Lord Chancellor ex p Witham (1998) yang di antaranya 

menyatakan, “... the right to a fair trial, which of necessity imports the right 

of access to the court, is as near to an absolute right as any which I can 

envisage... It has been described as constitutional right, though the cases do 

not explain what that means” (vide Helen Fenwick & Gavin Phillipson, Text, 

Cases & Materials on Public Law & Human Rights, 2nd edition, 2003, hal. 

142). 
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       Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana 

diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, Pasal 31 UU No.18 Tahun 

2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28F UUD Tahun 1945 

dan karenanya permohonan Pemohon a quo harus dikabulkan. 

 

1.2 Pendapat Hukum MK Dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009. 

 

Dalam perkara ini para pemohon mengajukan permohonan pengujian 

Pasal 4 ayat (1) UU Advokat mengatur bahwa “Sebelum menjalankan 

profesinya, Advokat  wajib  bersumpah  menurut  agamanya di  sidang  

terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”.  

 Para Pemohon beranggapan bahwa Pasal a quo bertentangan dengan 

Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 28I ayat (2), ayat (4), 

dan ayat (5) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: 

  

Pasal 27 ayat (2) 

Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak bagi kemanusiaan. 

Pasal 28D ayat (1) 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yangs ama dihadapan 

hukum. 

Pasal 28I ayat (2) 

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatiif 

atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan 

terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 

Pasal 28I ayat (4) 

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi 

manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. 

   Pasal 28 ayat (5) 

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai 

dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka 
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pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

Terhada pengujian pasal a quo mahkamah berpendapat bahwa isu 

hukum utama permohonan para Pemohon adalah apakah norma hukum 

yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan 

UUD Tahun 1945, dan dari isu hukum utama tersebut melahirkan dua 

pertanyaan hukum, yaitu 1) apakah keharusan para Advokat mengambil 

sumpah sebelum menjalankan profesinya konstitusional; dan 2) apakah 

keharusan bersumpah di depan sidang Pengadilan Tinggi konstitusional. 

Bahwa sebelum mempertimbangkan isu hukum yang kemudian 

diderivasi menjadi dua pertanyaan hukum tersebut di atas, Mahkamah 

lebih dahulu mengemukakan hal-hal berikut: 

1) UUD Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia telah memberikan jaminan dan perlindungan bagi 

setiap warga negara hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (2)]; hak 

untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 

28A); hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya [Pasal 28C ayat (1); serta hak atas perlindungan dan jaminan 

kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1)]. Oleh karena itu, tidak 

boleh ada ketentuan hukum yang berada di bawah UUD Tahun 1945 

yang langsung atau tidak langsung menegasi hak untuk bekerja yang 

dijamin oleh Konstitusi tersebut atau memuat hambatan bagi 

seseorang untuk bekerja, apa pun bidang pekerjaan dan/atau profesi 

pekerjaannya, agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak 

bagi kemanusiaan; 

2) Pasal 1 angka 1 UU Advokat menyatakan, “Advokat adalah orang yang 

berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang ini”.Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) UU Advokat 

menentukan 9 (sembilan) persyaratan untuk dapat diangkat menjadi 

Advokat, sedangkan Pasal 3 ayat (2) menyatakan, “Advokat yang telah 
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diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat menjalankan praktiknya denganmengkhususkan diri pada 

bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan”. Pasal 5 ayat (1) UU Advokat 

memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang 

bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan 

perundang- undangan. 

3) Dengan demikian, seseorang yang menjadi Advokat pada dasarnya 

adalah untuk memenuhi haknya sebagai warga negara untuk bekerja 

dan memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta yang 

bersangkutan sudah dapat menjalankan profesi pekerjaannya setelah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 3 ayat (1) UU 

Advokat [Pasal 3 ayat (2) UU Advokat]. 

4) Mengenai sumpah atau janji yang harus ducapkan dan/atau 

diikrarkan oleh seseorang yang akan menjalankan pekerjaan, jabatan, 

dan/atau suatu profesi tertentu merupakan hal yang lazim dalam 

suatu organisasi atau institusi yang pelaksanaannya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku bagi organisasi/institusi yang bersangkutan 

dan/atau peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

Bahwa terkait dengan dua isu hukum yang kemudian diderivasi 

menjadi dua pertanyaan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai 

berikut: 

1) Keharusan bagi Advokat mengambil sumpah sebelum menjalankan 

profesinya merupakan kelaziman dalam organisasi dan suatu jabatan/ 

pekerjaan profesi yang tidak ada kaitannya dengan masalah 

konstitusionalitas suatu norma in casu norma hukum yang 

dimohonkan pengujian, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 

Tahun 1945. 

2) Ketentuan bahwa pengambilan sumpah bagi Advokat harus di sidang 

terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya merupakan 

pelanjutan dari ketentuan yang berlaku sebelum lahirnya UU Advokat 

yang memang pengangkatannya dilakukan oleh Pemerintah in 
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casu Menteri Kehakiman/Menteri Hukum dan HAM. Setelah lahirnya 

UU Advokat yang menentukan bahwa pengangkatan Advokat 

dilakukan oleh Organisasi Advokat [vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat], 

bukan lagi oleh Pemerintah, memang seolah-olah pengambilan sumpah 

yang harus dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah 

domisili hukumnya tidak lagi ada rasionalitasnya. Akan tetapi, 

mengingat bahwa profesi Advokat telah diposisikan secara formal 

sebagai penegak hukum (vide Pasal 5 UU Advokat) dan dalam rangka 

melindungi para klien dari kemungkinan penyalahgunaan profesi 

Advokat, maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU 

Advokat tersebut juga konstitusional. 

3) Meskipun demikian, ketentuan yang mewajibkan para Advokat 

sebelum menjalankan profesinya harus mengambil sumpah 

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, tidak boleh 

menimbulkan hambatan bagi para advokat untuk bekerja atau 

menjalankan profesinya yang dijamin oleh UUD Tahun 1945. Lagi pula 

Pasal 3 ayat (2) UU Advokat secara expressis verbis telah menyatakan 

bahwa Advokat yang telah diangkat berdasarkan syarat-syarat yang 

ditentukan oleh UU Advokat dapat menjalankan praktiknya sesuai 

dengan bidang-bidang yang dipilih. 

 

     Bahwa dengan demikian, keharusan bagi Advokat untuk mengambil 

sumpah sebelum menjalankan profesinya tidak ada kaitannya dengan 

persoalan konstitusionalitas norma, demikian juga mengenai keharusan 

bahwa pengambilan sumpah itu harus dilakukan di sidang terbuka 

Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sepanjang ketentuan 

dimaksud tidak menegasi hak warga negara in casu para calon Advokat 

untuk bekerja yang dijamin oleh UUD Tahun 1945. 

        Terjadinya hambatan yang dialami oleh para Pemohon untuk bekerja 

dalam profesi Advokat pada dasarnya bukan karena adanya norma hukum 

yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, melainkan 

disebabkan oleh penerapan norma dimaksud sebagai akibat adanya Surat 
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Mahkamah Agung yang melarang Pengadilan Tinggi mengambil sumpah 

para calon Advokat sebelum organisasi advokat bersatu. 

Bahwa penyelenggaran sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk 

mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya 

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat 

merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-

Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. 

Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga mengamanatkan 

adanya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi 

Advokat, sehingga para Advokat dan organisasi- organisasi Advokat yang 

saat ini secara de facto ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia 

(PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan 

terwujudnya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) 

UU Advokat. 

       Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 4 ayat (1) UU Advokat 

adalah konstitusional sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi 

di wilayah domisili hukumnya” harus dimaknai sebagai kewajiban yang 

diperintahkan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan 

Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua organisasi Advokat yang 

secara de facto ada dan sama-sama mengklaim sebagai organisasi Advokat 

yang sah menurut UUAdvokat. 

Bahwa untuk mendorong terbentuknya Organisasi Advokat yang 

merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka kewajiban Pengadilan Tinggi 

untuk mengambil sumpah terhadap para calon Advokat tanpa 

memperhatikan Organisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada 

sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas yang hanya bersifat 

sementara untuk jangka waktu selama 2 (dua) Tahun sampai 

terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah 

profesi Advokat melalui kongres para Advokat yang diselenggarakan 

bersama oleh organisasi advokat yang secara de facto saat ini ada. Bahwa 

apabila setelah jangka waktu dua Tahun Organisasi Advokat sebagaimana 
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dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka 

perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui 

Peradilan Umum. 

 

1.3 Pendapat Hukum Hakim MK dalam Perkara Nomor 26/PUU-

XI/2013. 

 

Dalam perkara ini para pemohon mengajukan permohonan pengujian 

Pasal 16 UU Advokat.  Didalam Pasal 16 UU Advokat dinyatakan bahwa: 

 

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana 

dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk 

kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”. 

 

Para Pemohon berpandangan bahwa Pasal a quo bertentangan dengan 

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 

1945 yang berbunyi: 

 

Pasal 28D ayat (1) 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yangs ama 

dihadapan hukum. 

 Pasal 28G ayat (1)  

  Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 

dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak 

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 

   Pasal 28H ayat (2) 

  Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 

mencapai persamaan dan keadilan. 
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 Terhadap pengujian pasal a quo  mahkamah berpandangan bahwa 

ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 18/2003 menyatakan, “Advokat adalah 

orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-

Undang ini”. Pengertian jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat 

berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan 

kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan 

hukum lain untuk kepentingan hukum klien [vide Pasal 1 angka 2 UU 

18/2003]. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, peran 

advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, 

menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan 

tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan 

baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat di luar 

pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi 

pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional, termasuk 

juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

 

 Selain advokat, pemberian jasa hukum juga dilakukan oleh Pemberi 

Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5248, selanjutnya disebut UU 16/2011) menyatakan, 

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan 

Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Pemberi 

Bantuan Hukum berdasarkan UU 16/2011 adalah lembaga bantuan 

hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan 

Hukum berdasarkan Undang-Undang ini [vide Pasal 1 angka 3 UU 

16/2011]. Persyaratan lebih lanjut mengenai Pemberi Bantuan Hukum 

diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 16/201. 

 Bahwa pembentukan UU 16/2011 merupakan upaya negara untuk 

memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang 
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mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan 

kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di 

hadapan hukum (equality before the law). Dengan demikian UU 16/2011 

menjamin hak semua orang untuk memperoleh perlindungan hukum, 

yang salah satu bentuk perlindungan hukum bagi semua orang adalah 

dengan memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Bantuan Hukum 

sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU 16/2011 yang menyatakan, 

“Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun 

pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi 

tanggungjawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun 

di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat”. Terhadap 

Pasal 11 UU 16/2011 tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 

88/PUU-X/2012, tanggal 19 Desember 2013 telah memberikan 

pertimbangan mengenai siapa yang dimaksud dengan Pemberi Bantuan 

Hukum yang tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana dalam 

memberikan bantuan hukum, antara lain, mempertimbangkan, 

 

“...menurut Mahkamah, yang menjadi subjek yang mendapatkan 

jaminan perlindungan hukum dengan hak imunitas dalam 

menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dalam UU Bantuan 

Hukum ditujukan kepada baik pemberi bantuan hukum yang 

berprofesi sebagai advokat maupun bukan advokat (lembaga bantuan 

hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan 

bantuan hukum). Hal demikian adalah wajar agar baik advokat 

maupun bukan advokat dalam menjalankan tugasnya memberi 

bantuan hukum dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan 

kekhawatiran...”. 

 

 Berdasarkan hal tersebut, yang tidak dapat dituntut secara perdata 

maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi 

tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun 
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di luar sidang pengadilan adalah Pemberi Bantuan Hukum yang berprofesi 

sebagai advokat maupun bukan advokat dengan tujuan agar Pemberi 

Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum 

dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran; 

 Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, 

antara UU 18/2003 dengan UU 16/2011 terdapat perbedaan mengenai 

perlindungan advokat dan Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan 

profesinya. Perbedaan dimaksud telah menimbulkan perlakuan yang 

berbeda antara advokat dan Pemberi Bantuan Hukum yang bermuara 

pada timbulnya ketidakpastian hukum yang adil diantara kedua profesi 

tersebut. Keadaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) 

UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum”; yang juga bertentangan dengan prinsip 

negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 

Tahun 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, untuk menghindari 

terjadinya ketidakpastian hukum, bersamaan dengan itu dimaksudkan 

pula untuk mewujudkan keadilan bagi kedua profesi tersebut, Mahkamah 

perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 harus dimaknai 

advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam 

menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan 

pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. 

 

1.4 Pendapat Hukum MK dalam Perkara Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 

Perkara Nomor 36/PUU-XIII/2015. 

 

Dalam perkara ini para pemohon kembali menguji Pasal 4 ayat (1) 

sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi” dan ayat (3) 

sepanjang frasa “oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan” UU 

Advokat yang masing-masing selengkapnya menyatakan: 

Pasal 4 ayat (1)  
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 “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah 

menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di 

sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili 

hukumnya.” 

 Pasal 4 ayat (3) 

“Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan 

dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi 

Advokat.”  

Pasal a quo  menurut anggapan para pemohon telah bertentangan 

dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat 

(2) Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H 

ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: 

   Pasal 28A 

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 

hidup dan kehidupannya. 

   Pasal 28C ayat (2) 

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 

masyarakat, bangsa dan negaranya. 

Pasal 28D ayat (1) 

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yangs ama 

dihadapan hukum. 

Pasal 28D ayat (2) 

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 

Pasal 28D ayat (3) 

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 

dalam pemerintahan. 

Pasal 28E ayat (2) 
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Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 

Pasal 28G ayat (1)  

  Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 

dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak 

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 

   Pasal 28H ayat (2) 

  Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan 

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama 

guna mencapai persamaan dan keadilan. 

 Pasal 28I ayat (1) 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk 

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk 

tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan 

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun.  

Terhadap pengujian pasal a quo, mahkamah telah memutus dalam 

Putusan Nomor 71/PUU-VIII/2010, bertanggal 27 Juni 2011 dan Putusan 

Nomor 79/PUU-VIII/2010, bertanggal 27 Juni 2011 yang pertimbangan 

hukum kedua putusan tersebut mengacu pada pertimbangan hukum dan 

amar putusan Mahkamah dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 a quo 

yang antara lain menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah 

bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat 

bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili 

hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah 

Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum 

menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi 

Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 

(dua) Tahun sejak amar putusan ini diucapkan”. 
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Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK juncto Pasal 42 ayat (1) 

PMK 06/2005 dan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 42 ayat (2) PMK 

06/2005, pengujian terhadap Pasal 4 ayat (1) UU Advokat seharusnya 

tidak dapat diajukan permohonan lagi, sebab pada hakikatnya diajukan 

berdasarkan alasan pokok yang sama dan materi muatan dalam UUD 

Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian juga sama dengan 

permohonan sebelumnya. Namun, dengan mendasarkan pada: (1) petitum 

para Pemohon yang juga memohon kepada Mahkamah untuk memberikan 

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); (2) permohonan dan fakta 

persidangan bahwa pasca Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 a quo, 

hingga saat ini, para Pemohon selaku advokat dari KAI tidak dapat 

beracara di pengadilan karena Pengadilan Tinggi tidak bersedia 

menyumpah advokat dari KAI; (3) fakta persidangan bahwa Mahkamah 

Agung bersifat tidak berpihak dan tidak dalam posisi mengakui atau tidak 

mengakui kedua organisasi yang bertikai (PERADI dan KAI), bahkan 

Mahkamah Agung juga tidak mempermasalahkan jika tidak berwenang 

menyumpah advokat; (4) tenggat waktu 2 (dua) Tahun sebagaimana amar 

Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 telah terlewati dan tetap terdapat 

kebuntuan konstitusionalitas yang sangat merugikan para Pemohon 

khususnya, dan pada umumnya para Advokat yang tidak dapat disumpah; 

(5) Mahkamah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta 

sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menegakkan dan 

menafsir konstitusi dalam rangka melindungi dan menjamin hak-hak 

konstitusional warga negara; (6) penegakan hukum tidak hanya ditujukan 

untuk menjamin terpenuhinya keadilan, terlaksananya kepastian hukum, 

namun termasuk pula menghadirkan kemanfaatan (kemaslahatan); maka 

Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut perkara a quo, sebagai 

berikut: 

a. bahwa para Pemohon berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya [vide Pasal 28A UUD Tahun 

1945] dengan bekerja sebagai advokat; berhak memperjuangkan 
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haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan 

negaranya [vide Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945] melalui pengajuan 

permohonan a quo; berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945] untuk dapat 

beracara di pengadilan; berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan 

dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [vide Pasal 

28D ayat (2) UUD Tahun 1945] dengan menjadi advokat; berhak 

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [vide Pasal 

28D ayat (3) UUD Tahun 1945] dengan menjadi advokat sebagai salah 

satu pelaku penegakan hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin 

oleh hukum dan perundang-undangan [vide Pasal 5 ayat (1) UU 

Advokat]; berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

dan martabatnya [vide Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945] dengan 

diakui serta disumpahnya mereka sebagai advokat. 

b. bahwa, sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam putusan-

putusan sebelumnya, wadah tunggal advokat yaitu PERADI, adalah 

konstitusional. Namun, sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat 

yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus 

profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1) UU Advokat], pengujian calon Advokat 

[Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat], pengangkatan Advokat [Pasal 2 

ayat (2) UU Advokat], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1) UU 

Advokat], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1) UU 

Advokat], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1) UU Advokat], 

melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1) UU Advokat], dan 

memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1) UU Advokat] (vide Putusan 

Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011), PERADI tidak 

memiliki wewenang untuk menyumpah calon Advokat. Meskipun 

Mahkamah Agung dalam persidangan perkara a quo telah menyatakan 

tidak masalah jika pengambilan sumpah tidak harus dilakukan di 

hadapan sidang Pengadilan Tinggi karena Mahkamah Agung bersifat 

tidak berpihak dan penyumpahan diserahkan kepada profesi Advokat 
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itu sendiri, Mahkamah tetap mengacu dan konsisten pada 

pertimbangan hukum Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 a quo yang 

menjadi landasan hukum pentingnya penyumpahan calon advokat 

dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, antara lain, karena profesi Advokat 

telah diposisikan secara formal sebagai penegak hukum (vide Pasal 5 

UU Advokat) dan dalam rangka melindungi para klien dari 

kemungkinan penyalahgunaan profesi Advokat. Selain itu, 

penyumpahan calon advokat oleh Pengadilan Tinggi adalah guna 

melindungi kemuliaan profesi advokat itu sendiri, sebagaimana nilai

 penting perihal pelantikan advokat tersebut telah 

dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 103/PUU-

XI/2013, bertanggal 11 September 2014, yang menyatakan bahwa 

“...pengangkatan dan pelantikan advokat merupakan perwujudan untuk 

peningkatan kualitas profesi advokat yang menjalankan profesi mulia 

(officium nobile), yang pada akhirnya ke depan para Advokat dapat 

membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat dalam peranannya 

pada proses penegakan hukum di Indonesia...”, sehingga ketentuan 

yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut adalah 

konstitusional. 

 

     Bahwa dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 tersebut pula, 

Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan para 

Advokat sebelum menjalankan profesinya harus mengambil sumpah 

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, tidak boleh 

menimbulkan hambatan bagi para advokat untuk bekerja atau 

menjalankan profesinya yang dijamin oleh UUD Tahun 1945. Oleh 

karenanya, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, 

Amar Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 menyatakan, Pengadilan 

Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi 

para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan 

dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de 

facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun sejak amar putusan 
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tersebut diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan apabila 

setelah jangka waktu dua Tahun Organisasi Advokat sebagaimana 

dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka 

perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui 

Peradilan Umum. 

c. Meskipun pasca Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 a quo telah ada 

piagam perdamaian/nota kesepahaman antara PERADI dan KAI 

bertanggal 24 Juni 2010 yang piagam tersebut juga diketahui dan 

ditandatangani pula oleh Ketua Mahkamah Agung saat itu, Dr. H. Arifin 

A. Tumpa, S.H., M.H. dan proses penandatanganan piagam tersebut 

dihadiri dan diketahui pula oleh Menteri Hukum dan HAM saat itu, 

Patrialis Akbar (vide alat bukti tertulis bertanda PT-8 dan PT-10) yang 

menandai bersatunya para advokat dalam satu wadah organisasi, 

namun para Pemohon pada faktanya masih mengalami kesulitan 

beracara di pengadilan karena Pengadilan Tinggi tidak bersedia 

menyumpah para advokat yang bukan berasal dari PERADI. 

        Terhadap permasalahan tersebut, dengan mendasarkan pada 

pernyataan Mahkamah Agung dalam persidangan perkara a quo yang 

menyatakan tidak ingin lagi terseret pada konflik serta tidak dalam 

posisi mengakui atau tidak mengakui kedua organisasi (PERADI dan 

KAI) yang bertikai, Mahkamah berpendapat, demi terwujudnya asas 

kemanfaatan (kemaslahatan) hukum dan terjaminnya asas keadilan 

serta terlaksananya asas kepastian hukum khususnya bagi para calon 

advokat, bahwa dengan telah lewatnya masa dua Tahun sebagaimana 

amar putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009, 

Mahkamah perlu memperkuat kembali amar putusan tersebut dan 

mempedomani kembali ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat 

sebagaimana telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 101/PUU-

VII/2009 a quo, yaitu bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang 

frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi” bertentangan dengan UUD 

Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pengadilan Tinggi atas perintah 

Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum 
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menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan 

Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada” dan 

Mahkamah tidak perlu lagi memberikan jangka waktu penyelesaian 

konflik internal organisasi advokat yang terus muncul karena pada 

dasarnya persoalan eksistensi kepengurusan yang sah dari lembaga 

advokat tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari 

lembaga tersebut selaku organisasi yang bebas dan mandiri yang 

dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas 

profesi advokat [vide Pasal 28 ayat (1) UU Advokat] yang dapat dimaknai 

pula bahwa nilai profesionalitas tersebut mencakup pula kemampuan 

para advokat untuk menyelesaikan konflik internal lembaga tersebut. 

Dalam kaitannya untuk mewujudkan asas kemanfaatan hukum, 

keharusan mengambil sumpah para advokat oleh Pengadilan Tinggi 

tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada 

saat ini secara de facto ada, adalah supaya tidak mengganggu proses 

pencarian keadilan (access to justice) bagi masyarakat yang 

membutuhkan jasa advokat dan tidak pula menghalang-halangi hak 

konstitusional para advokat sebagaimana telah diuraikan. Selain itu, 

yang dimaksud dengan frasa “Organisasi Advokat yang pada saat ini 

secara de facto ada” dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 di atas, 

konteksnya adalah merujuk pada Organisasi PERADI dan KAI. 

 

d. Mahkamah Agung menegaskan tidak memiliki kepentingan untuk 

mempertahankan pasal mengenai advokat tergabung dalam wadah 

tunggal (singlebar) atau multibar dan menyerahkan sepenuhnya 

persoalan tersebut kepada Mahkamah. Terhadap hal tersebut, 

Mahkamah berpendapat, meskipun pada pertimbangan hukum 

Mahkamah dalam putusan sebelumnya pada pokoknya menyatakan 

bahwa wadah tunggal organisasi adalah konstitusional, namun hal 

tersebut esensinya menjadi bagian dari kebijakan hukum yang terbuka 

yang menjadi kewenangan bagi pembentuk Undang-Undang (Presiden 

dan DPR) beserta pemangku kepentingan (para advokat dan organisasi 
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advokat) untuk menentukan apakah selamanya organisasi advokat akan 

menjadi organisasi tunggal atau berubah menjadi multi organ. Oleh 

karenanya, masih terdapat upaya hukum lainnya yaitu melalui proses 

legislative review yang juga menjadi bagian dari tindakan konstitusional 

yang dapat dilakukan oleh para advokat untuk menentukan solusi yang 

terbaik bagi eksistensi organisasi advokat serta untuk menjamin dan 

melindungi hak-hak konstitusional para advokat dalam menjalankan 

profesinya. 

 

   Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah juga 

berpendapat bahwa  permohonan para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 

4 ayat (1) UU  Advokat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan 

Tinggi” UU Advokat adalah beralasan menurut hukum; 

 Terhadap dalil Pemohon khususnya Pasal 4 ayat (3) UU Advokat yang 

meminta Mahkamah menyatakan sepanjang frasa “oleh Panitera 

Pengadilan Tinggi yang bersangkutan” adalah bertentangan dengan UUD 

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan 

mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas yang pada pokoknya 

menyatakan permohonan para Pemohon terhadap Pasal 4 ayat (1) UU 

Advokat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi” adalah 

beralasan menurut hukum maka dengan sendirinya tindakan yang 

dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Tinggi sebagai tindak lanjut dari 

proses pengambilan sumpah Advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi 

di wilayah domisili hukumnya adalah menyesuaikan dengan ketentuan 

Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang menjadi landasan hukum bagi 

dilasanakannya tugas Panitera Pengadilan Tinggi yang diatur dalam Pasal 

4 ayat (3) UU Advokat. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil 

Pemohon a quo tentang Pasal 4 ayat (3) UU Advokat sepanjang frasa “oleh 

Penitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan” adalah tidak beralasan 

menurut hukum. 
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2. Dissenting Opinion  

  Dalam perkara Nomor Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 terdapat 

dissenting opinon oleh beberapa hakim MK, yaitu  Prof. Dr. H.M. Laica 

Marzuki, SH, Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LL.M, dan H. Achmad Roestandi, 

SH yang mempunyai pendapat berbeda sebagai berikut :  

      Secara tekstual, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat berbunyi : 

 

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi 

Advokat dan bertindak seolah-seolah sebagai Advokat, tetapi bukan 

Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling 

banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

 

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 merupakan een wet 

artikel gedeelte dari Undang-Undang Advokat, yang secara khusus 

diperuntukkan mengatur profesi advokat. Undang-Undang Advokat 

adalah undang-undang profesi, dalam hal ini undang-undang profesi 

advokat. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dibuat guna 

melindungi profesi advokat, suatu pengaturan beroepsbescherming bagi 

advokat. Manakala seseorang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan 

profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan 

Advokat maka hal dimaksud merupakan strafbare sanctie (sanksi pidana) 

yang ditujukan kepada non profesi advokat, atau orang lain (profesi lain) di 

luar advocat beroep. 

Penolakan hakim atau pihak lain terhadap orang lain yang bukan 

advokat beracara di pengadilan (atau di luar pengadilan) tidak dapat 

dijadikan alasan guna pengujian (apalagi membatalkan) Pasal 31 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 karena hal dimaksud berpaut dengan salah 

penerapan Pasal 31 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003, tidak terletak 

pada substansi normatif yang dimaksud pembuat undang-

undang. Kesalahan penerapan Pasal a quo terungkap pula dari keterangan 
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dan kesaksian dalam persidangan. Memang di tempat-tempat tertentu, 

dalam hal ini di Bandung dan Malang, pemberian kuasa kepada LBH 

Perguruan Tinggi pernah dipersoalkan oleh Polisi atau Pengadilan dengan 

mendasarkan pada Pasal a quo, tetapi di tempat-tempat lain pemberian 

kuasa semacam itu tidak pernah dipersoalkan, artinya tetap berjalan 

seperti yang dilakukan sebelum pasal a quo berlaku. Lagipula proses 

penanganan perkara tersebut baik di Bandung maupun di Malang pada 

akhirnya tidak dilanjutkan. 

Dengan demikian ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2003 tidak ada kaitannya dengan perlakuan diskriminatif yang 

didalilkan Pemohon sehingga bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (1) dan 

ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3). Adapun bunyi Pasal 28 C ayat 

(1) adalah: 

 

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. 

Sedangkan ayat (2) berbunyi “Setiap orang berhak untuk memajukan 

dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 

masyarakat, bangsa dan negaranya”. Selanjutnya Pasal 28 D ayat (1) 

menegaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum”. 

 

Sedangkan pada ayat (3) menyebutkan: 

 

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 

dalam pemerintahan”. 

 

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2003, jika dibaca sepintas memang seolah-olah memberikan 
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perlindungan yang berlebihan kepada advokat. Tetapi jika dipahami secara 

cermat, perlindungan terhadap advokat itu, pada dasarnya dimaksudkan 

untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kerugian yang mungkin 

diderita oleh masyarakat sebagai akibat ulah dari mereka yang mengaku-

aku sebagai advokat, dapat berpengaruh lebih luas dan lebih besar 

daripada akibat yang ditimbulkan oleh penipuan biasa, sehingga wajar 

saja jika diberikan ancaman pidana khusus selain ancaman pidana umum 

yang terdapat dalam KUHP. 

 

Perlindungan itupun tidak berarti menutup pintu bagi Perguruan 

Tinggi untuk memberikan pelatihan praktis kepada para mahasiswa 

Fakultas Hukum, bahkan pelatihan itu akan berlangsung lebih terarah, 

lebih realistis dan lebih sejalan dengan Pasal 13 UU a quo, jika misalnya 

dilakukan melalui kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Asosiasi 

(Perkumpulan) advokat, sebagaimana yang dilakukan oleh Perguruan 

Tinggi dengan Rumah Sakit dalam rangka pelatihan mahasiswa Fakultas 

Kedokteran. 

Adapun dalil Pemohon yang   menyatakan dengan munculnya 

ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah 

dipengaruhi oleh ketakutan akan berkurangnya atau sedikitnya lahan 

rezeki Advokat adalah bersifat tendensius dan berburuk sangka karena 

berdasarkan hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) 

Advokat di DPR (Ketetapan DPR dan Pemerintah) pernyataan 

Pemohon tidak benar. Pemohon sebagai anggota Civitas 

Academica Universitas Muhammadiyah Malang yang bukan merupakan 

institusi Pemerintah (tidak berstatus Pegawai Negeri) dapat mendaftarkan 

diri untuk menjadi Advokat asal saja memenuhi ketentuan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dengan 

catatan bahwa setiap profesi sudah seharusnya dituntut untuk bekerja 

secara profesional di bidangnya masing- masing, termasuk advokat 

hendaknya bekerja profesional di bidangnya, demikian pula tenaga 

pengajar hendaknya juga profesional dan tidak berdwifungsi. 
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Adapun dalil Pemohon yang menyatakan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2003 bukan undang-undang yang baik karena tidak ada aturan 

pengecualiannya, tidak tepat, karena tidak selalu harus suatu undang-

undang mempunyai pasal atau ketentuan pengecualian (escape clausule). 

Oleh karena itu, kami berpendapat dalil yang dikemukakan oleh Pemohon 

bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah 

bertentangan (tegengesteld) dengan UUD Tahun 1945, tidak terbukti. 

Sebagai penutup, izinkanlah kami menutup pendapat berbeda ini dengan 

mengutip pepatah Melayu “awak tak pandai menari dikatakan lantai 

terjungkit” dan “buruk muka cermin dibelah”. 

 

3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 

Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat declaratoir dan 

constitutief. Declaratoir artinya putusan dimana hakim sekedar 

menyatakan apa yang menjadi hukum, tidak melakukan penghukuman.  

Constitutief artinya suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan 

suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan suatu keadaan hukum yang 

baru.  (revisi UU menyesuaikan dengan Putusan MK). Kekuatan mengikat 

putusan MK mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan 

hukum dalam wilayah NKRI. Putusan MK berlaku sebagai hukum 

sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang/negative 

legislator yang putusannya bersifat erga omnes. 

Putusan Mahkamah Konstitusi berisikan pernyataan apa yang 

menjadi  hukum dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan 

menciptakan suatu keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian 

undang-undang atau judicial review, putusan yang mengabulkan 

bersifat declaratoir karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari 

suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD Tahun 

1945. Pada saat bersamaan, putusan ini meniadakan keadaan hukum 



51 

 

berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum 

baru (constitusief).31 

3.1  Implikasi Putusan MK dalam Perkara Nomor 006/PUU-II/2004. 

 

        Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat  menurut 

anggapan pemohon telah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan 

ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 

Tahun 1945. Selain itu menurut pemohon, rumusan Pasal 31 UU 

Advokat juga bertentangan dengan bagian  Penjelasan UU Advokat. 

Pada alinea ketiga bagian Umum Penjelasan UU Advokat 

menyebutkan: “Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga 

terlihat di jalur profesi di luar pengadilan”.  

    Pemohon juga berpandangan bahwa kebutuhan jasa hukum 

Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin 

meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan 

hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang 

semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian 

jasa konsultasi, negoisasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak 

dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi 

pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional 

khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan”. 

Rumusan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 yang berisi ancaman 

pidana tersebut sangat diskriminatif dan tidak adil, serta merugikan 

hak-hak konstitusional Pemohon. Bahwa dengan lahirnya UU No. 18 

Tahun 2003 tersebut, pihak Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan 

Hukum UMM, tidak dapat menyelenggarakan lagi aktivitasnya di 

bidang pelayanan hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk 

litigasi maupun non litigasi. Oleh karena Undang-undang Advokat 

tidak mengakomodasi realitas empiris mengenai peran perguruan 

                                                           
31 Musri Nauli, Makna Putusan MK 35, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/ 

index.php?page=web.Berita&id=10943#.V8z5aFt96M8, diakses tanggal 19 September 2016. 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10943#.V8z5aFt96M8
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10943#.V8z5aFt96M8
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tinggi hukum yang memberikan kemudahan akses kepada 

masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara murah. 

Jelasnya Undang-undang Advokat ini hanya mengakui profesi 

Advokat an-sich yang memiliki otoritas di dalam pelayanan hukum 

baik di dalam dan di luar pengadilan.  

   Terhadap permohonan pemohon tersebut Majelis memberikan 

Putusan dengan mengabulkan permohonan pemohon atau dengan 

kata lain bahwa Pasal 31 UU Advokat dianggap bertentangan dengan 

UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Putusan 

majelis tersebut telah menimbulkan implikasi yuridis, bahwa 

dengan dibatalkannya Pasal 31 UU Advokat tersebut,  maka setiap 

tindakan advokasi atau pemberian jasa hukum dapat dilakukan 

oleh  lembaga bantuan hukum dan sejenisnya, dan seseorang atau 

lembaga yang memberikan informasi, konsultasi hukum kepada 

pihak yang membutuhkan bantuan hukum dengan demikian tidak 

dapat dipidana berdasarkan pasal a quo. 

 

3.2  Implikasi Putusan MK dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009. 

 

Pengajuan permohonan pengujian terhadap Pasal 4 ayat (1) UU 

Advokat dilatarbelakangi oleh keluarnya surat Keputusan Mahkamah 

Agung  Nomor 52/KMA/V/2009 juncto Nomor 064/KMA/V/2009 yang 

dikeluarkan oleh Ketua MA-RI sebagai akibat timbulnya perseteruan 

antar organisasi advokat dalam mencari keabsahan. Adapun isi dari 

KMA Nomor 52/KMA/V/2009: 

“Ketua Mahkamah Agung meminta kepada ketua Pengadilan 

Tinggi untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung 

terhadap perselisihan didalam organisasi advokat berarti Ketua 

Pengadilan tinggi tidak mengambil sumpah advokat baru 

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 

2003 tentang Advokat. Walaupun demikian, Advokat yang telah 

diambil sumpahnya sesuai Pasal 4 tersebut diatas tidak bisa 
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dihalangi untuk beracara di Pengadilan terlepas dari organisasi 

manapun ia berasal, apabila ada advokat yang diambil 

sumpahnya menyimpang dari ketentuan pasal tersebut (bukan 

oleh Ketua Pengadilan Tinggi) maka sumpahnya dianggap tidak 

sah sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di 

Pengadilan”. 

 

       Menurut para Pemohon timbulnya kerugian hak dan/atau 

kewenangan konstitusional para Pemohon oleh berlakunya Pasal 4 

ayat (1) UU Advokat dikarenakan terbitnya Surat Ketua Mahkamah 

Agung Nomor 052/KMA/V/2009 bertanggal 01 Mei 2009 yang intinya 

meminta kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak 

mengambil sumpah para Advokat baru dan apabila ada Advokat yang 

diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan Pasal 4 UU Advokat 

dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan 

beracara di Pengadilan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian 

hukum dan ketidakadilan bagi para Pemohon, sehingga para Pemohon 

tidak bisa bekerja. 

Dalam putusannya, majelis hakim memutuskan secara bersyarat 

bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat  adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi 

syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah 

domisili hukumnya”  tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas 

perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat 

sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan 

keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto 

ada, dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun sejak Amar Putusan ini 

diucapkan”. Jika dalam waktu 2 Tahun organiasi advokat belum 

terbentuk, maka perselisihan antar organisasi advokat  diselesaikan 

melalui peradilan umum. 
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Dengan diputuskan secara bersyarat tersebut, maka terdapat 

implikasi yuridis terhadap berlakunya pasal a quo, yaitu pertama,  

bahwa pengadilan wajib melakukan sumpah terhadap calon 

advokat selama memenuhi syarat pengangkatan sesuai aturan 

yang ada di dalam UU Advokat tanpa mengaitkan keanggotaan 

organisasi advokat. Kedua, dengan adanya putusan conditionally 

constitutional terhadap pasal a quo tersebut, maka hakim baik 

dipengadilan negeri mapun pengadilan tinggi  dapat melantik 

tanpa memperhatikan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 

052/KMA/V/2009. 

3.3  Implikasi Putusan MK dalam Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013. 

 

       Berlakunya Pasal 16 UU 18/2003 menurut anggapan para 

pemohon tidak memberikan perlindungan yang sesuai dengan lingkup 

profesi para Pemohon. meskipun para Pemohon dalam menjalankan 

profesi di luar persidangan dengan iktikad baik yaitu dalam membela, 

mempertahankan, dan melindungi hak klien, namun para Pemohon 

rentan untuk dijerat dengan pasal-pasal pidana yang diatur dalam 

KUHP dan digugat secara perdata dengan alasan melakukan 

perbuatan melawan hukum.  

Dalam pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan dalam 

subab mengenai pendapat hukum, bahwa dengan merujuk pada 

Putusan Perkara Nomor 88/PUU-X/2012 terkait Undang-Undang No. 

16 Tahun 2011, menurut Mahkamah, yang menjadi subjek yang 

mendapatkan jaminan perlindungan hukum dengan hak imunitas 

dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dalam UU 

Bantuan Hukum ditujukan kepada baik pemberi bantuan hukum 

yang berprofesi sebagai advokat maupun bukan advokat (lembaga 

bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi 

layanan bantuan hukum). Hal demikian adalah wajar agar baik 

advokat maupun bukan advokat dalam menjalankan tugasnya 
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memberi bantuan hukum dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan 

kekhawatiran. 

Dengan pertimbangan diiatas, majelis pun memutuskan secara 

bersyarat bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Advokat 

tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam 

menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan 

pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.  

Terhadap putusan tersebut menimbulkan implikasi yuridis, 

yaitu bahwa pemberi bantuan hukum baik yang berprofesi sebagai 

advokat maupun bukan advokat (lembaga bantuan hukum atau 

organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan 

hukum) tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana 

dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk 

kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang 

pengadilan. 

 

4.  

3.4 Implikasi Putusan MK dalam Perkara Nomor 112/PUU-XII/2014 

dan Perkara Nomor 36/PUU-XIII/2015. 

 

Terkait permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU 

Advokat terhadap UUD Tahun 1945, sebagaimana telah dipaparkan 

diatas bahwa mahkamah memberikan  pertimbangan meskipun pasal 

a quo pernah diujikan dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009. 

Namun demikian, majelis memandang perlu untuk tetap memeriksa 

karena beberapa alasan sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 

mengenai pendapat hukum MK, yang secara garis besar menjelaskan 

bahwa tetap diperiksanya  pasal a quo karena pengadilan tidak 

melaksanakan putusan dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009, 

yang mewajibkan pengadilan tinggi untuk tetap melakukan sumpah 
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kepada calon advokat tanpa memandang keterkaitan organisasi. 

Kemudian, juga dikarenakan tidak terlaksananya pembentukan 

organisasi advokat selama  jangka waktu 2 Tahun yang diberikan 

sejak putusan untuk dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009, 

sehingga seolah dianggap bahwa putusan dalam perkara 

Nomor 101/PUU-VII/2009 tidak berlaku lagi. 

 Terhadap pengujian ulang pasal a quo majelis dalam amar 

putusannya mengabulkan sebagian permohonan yang memutuskan 

bahwa Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan 

Tinggi” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah 

Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum 

menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan 

Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI”. 

Pasal yang dikabulkan tersebut menguatkan putusan majelis dalam 

perkara perkara Nomor 101/PUU-VII/2009. 

 Adapun implikasi yuridis yang timbul akibat diputus secara 

bersyaratnya pasal a quo, pertama, tetap mewajibkan pengadilan 

tinggi untuk melakukan sumpah terhadap calon advokat tanpa 

melihat keterkaitan keanggotaan organisasi secara de facto yang 

ada saat ini yaitu KAI dan Peradi. Kedua, dengan dihilangkannya  

jangka waktu 2 Tahun untuk membentuk organisasi advokat, 

maka putusan ini tetap terus berlaku sehingga tidak perlu 

dilakukan pengujian ulang kembali.  

 

B. Evaluasi Undang-Undang  

Pengujian undang-undang yang dilakukan oleh suatu peradilan pada 

dasarnya akan berakhir dalam suatu putusan yang merupakan pendapat 

tertulis hakim konstitusi tentang perselisihan penafsiran satu norma atau 

prinsip yang ada dalam UUD. Jika satu amar putusan menyatakan 

bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau ayat bagian undang-undang 

bahkan undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 
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Tahun 1945, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-

undang yang diuji tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

Bunyi putusan demikian mengandung arti bahwa ketentuan norma 

yang termuat dalam satu undang-undang dinyatakan batal (null and void) 

dan tidak berlaku lagi. Putusan yang demikian sudah barang tentu 

memiliki implikasi hukum yang luas. Selain memberi kemanfaatan pada 

para pencari keadilan, seringkali putusan tersebut dinilai berpotensi 

menyebabkan terjadinya kekosongan hukum32 (legal vacuum), kekacauan 

hukum (legal disorder), bahkan politik beli waktu (buying time) 

pembentuk undang-undang.33 Karena itu menurut Maruarar Siahaan, 

dibutuhkan mekanisme prosedural tentang bagaimana tindak lanjut dari 

pembatalan pemberlakukan suatu ketentuan tersebut.34 Persoalan yang 

selalu dikaitkan dengan sulitnya implementasi eksekusi putusan 

Mahkamah Konstitusi adalah sifat putusannya yang final, dengan kata 

mengikat (binding). Karena, putusan Mahkamah Konstitusi mengikat 

umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang-

undang yang telah diputus harus melaksanakan putusan itu.  

Namun demikian, mengingat norma dalam undang-undang 

adalah satu kesatuan sistem, ada pelaksanaan putusan yang harus 

melalui tahapan-tahapan tertentu, bergantung pada substansi putusan. 

Dalam hal ini, ada putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa 

harus dibuat peraturan baru atau perubahan, ada pula yang 

memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu. Tatkala suatu 

putusan akan langsung efektif berlaku tanpa diperlukan tindak lanjut 

lebih jauh dalam bentuk kebutuhan implementasi perubahan undang-

undang yang diuji, maka putusan ini dapat dikatakan berlaku secara 

self-executing.35 Dalam artian, putusan itu terlaksana dengan sendirinya.  

                                                           
32  Topane Gayus Lumbuun, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI, Jurnal Legislasi 

Indonesia, Vol.6 No.3 September 2009: 498 
33  Refly Harun, “Implementasi Putusan MK Terhadap Proses Legislasi” dalam Ceramah Perancangan 

Peraturan Perundang-undangan dengan tema “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap 
Proses Legislasi”, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Jumat, 3 Desember 2010. 

34  Maruarar Siahaan, “Peran Makamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi, Jurnal Hukum 
No.3 Vol. 16 Juli 2009: 358. 

35  Maruarar Siahaan, Op.cit., hal.364. 
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Ini terjadi karena norma yang dinegasikan tersebut mempunyai 

ciri-ciri tertentu yang sedemikian rupa dapat diperlakukan secara 

otomatis tanpa perubahan atau perubahan undang-undang yang memuat 

norma yang diuji dan dinegasikan tersebut, ataupun tanpa memerlukan 

tindak lanjut dalam bentuk perubanan undang-undang yang diuji 

tersebut. Secara umum putusan-putusan yang bersifat self-

executing/implementing dapat ditelusuri dari sejumlah putusan 

Mahkamah Konstitusi baik amarnya menyatakan batal (null and void) dan 

tidak berlaku lagi ataupun amarnya terdapat perumusan norma. 

Implementasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat 

dari model putusannya. Implementasi model putusan yang secara hukum 

membatalkan dan menyatakan tidak berlaku dan model putusan yang 

merumuskan norma baru bersifat langsung dapat dieksekusi (self 

executing/self implementing), sedangkan baik model putusan 

konstitusional bersyarat maupun model putusan inkonstitusional 

bersyarat tidak dapat secara langsung dieksekusi (non-self 

executing/implementing).36  

Pengujian beberapa pasal di dalam UU Advokat sebagaimana telah 

dipaparkan pada sub bab sebelumnya, telah mengimplementasikan 

beberapa model putusan, ada yang membatalkan atau mengabulkan yang 

bersifat langsung dapat di eksekusi maupun yang tidak dapat langsung di 

eksekusi atau diputus secara bersyarat, sehingga membutuhkan tindak 

lanjut terhadap putusan tersebut. Terhadap pengujian beberapa pasal 

tersebut, perlu kiranya untuk dilakukan evaluasi guna melihat keadaan 

hukum baru ataupun kekosongan hukum yang mungkin terjadi akibat 

putusan MK tersebut.  

Adapun keadaan hukum baru yang terjadi akibat pengujian 

beberapa pasal dalam UU Advokat sebagaimana telah dipaparkan diatas. 

Secara garis besar ada 3 Pasal yang dikabulkan dari sejumlah 

permohonan pengujian terhadap UU Advokat sebagaimana telah 

dipaparkan diatas, yaitu Pertama, terkait pengujian Pasal 4 ayat (1) 

                                                           
36  Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, op.cit., hal 26. 
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dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 pada intinya mengabulkan 

permohonan pemohon dimana majelis memutus secara  conditionally 

unconstitutional  sepanjang  frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di 

wilayah domisili hukumnya”  tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi 

atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat 

sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan 

Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka 

waktu 2 (dua) Tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan.     

Pasal a quo kembali di uji dalam perkara Perkara Nomor 112/PUU-

XII/2014 dan Perkara Nomor 36/PUU-XIII/2015 dan diputus secara 

conditionally unconstitutional  bahwa sepanjang frasa “di sidang terbuka 

pengadilan tinggi” sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi 

atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat 

sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan 

Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI”. 

Keadaan hukum baru yang terjadi dari diputuskannya secara 

bersyarat terhadap Pasal 4 ayat (1) adalah bahwa pengadilan wajib 

mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan 

profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi 

Advokat yang secara de facto ada saat ini yaitu Peradi dan KAI. 

          Kedua, terkait pengujian Pasal 16 ayat (1) dalam perkara Perkara 

Nomor 26/PUU-XI/2013 pada intinya mengabulkan permohonan para 

Pemohon, dimana majelis memutus dengan merumuskan norma baru 

bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik 

secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya 

dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun 

di luar sidang pengadilan”. Keadaan hukum baru yang terjadi adalah 

bahwa pemberi bantuan hukum yang berprofesi sebagai advokat yang 

memberi layanan bantuan hukum) tidak dapat dituntut baik secara 

perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan 
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iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di 

luar sidang pengadilan. 

Ketiga, terkait pengujian terhadap Pasal 31 UU Advokat dalam 

perkara Nomor 006/PUU-II/2004 pada intinya mengabulkan permohonan 

Pemohon agar setiap tindakan advokasi atau pemberian jasa hukum 

dapat dilakukan oleh  lembaga bantuan hukum dan sejenisnya, dan 

seseorang atau lembaga yang memberikan informasi, konsultasi hukum 

kepada pihak yang membutuhkan bantuan hukum dengan demikian 

tidak dapat dipidana berdasarkan pasal a quo. Keadaan hukum baru 

yang terjadi akibat dibatalkannya Pasal 31 UU Advokat adalah bahwa 

setiap tindakan advokasi yang dilakukan seseorang dan lembaga 

bantuan hukum berupa konsultasi hukum dan sejenisnya diluar 

sidang pengadilan tidak dapat dipidana. Sehingga setiap orang yang  

bukan berprofesi advokat dapat memberikan jasa hukum di luar 

pengadilan.  

Sedangkan kekosongan hukum yang muncul akibat putusan MK 

dalam beberapa perkara sebagaimana telah dijelaskan diatas adalah 

kekosongan yang mungkin akan timbul terkait dengan pembentukan 

organisasi advokat. Bahwa berdasarkan paparan sebelumnya, bahwa 

telah diajukan beberapa kali pengujian terhadap Pasal 4 ayat (1) UU 

Advokat yakni dalam perkara Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009, Perkara 

Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Perkara Nomor 36/PUU-XIII/2015 yang 

pada intinya mempermasalahkan keorganisasian advokat  yang sah. 

Perlu ada penegasan aturan mengenai keorganisasian advokat yang 

legitimate agar memberikan kepastian hukum. Kemudian perlu adanya 

penegasan aturan terkait lingkup tindakan apa saja yang dapat 

dilakukan oleh seorang advokat untuk kepentingan klien baik didalam 

maupun diluar sidang pengadilan. Hal ini guna memberikan kepastian 

hukum bagi advokat dalam melaksanakan profesinya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dikabulkannya Pasal 4 ayat (1), Pasal 16, Pasal 31 UU Advokat  

dalam 5 permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi telah 

menciptakan keadaan hukum baru. Keadaan hukum baru yang 

tercipta akibat putusan MK terhadap Pasal 4 ayat (1) UU Advokat 

intinya terkait dengan kewajiban bagi Pengadilan Tinggi untuk 

mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan 

profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat. 

Kemudian, Pasal 16 terkait dengan perlindungan bahwa Advokat tidak 

dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam 

menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan 

pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Dan 

terakhir terkait pengujian Pasal 31, keadaan hukum baru yang tercipta 

akibat putusan MK terhadap pengujian pasal a quo bahwa setiap orang 

atau lembaga yang memberikan bantuan pemberian informasi dan 

bantuan konsultasi hukum terhadap pihak yang membutuhkan 

bantuan hukum tidak dapat dipidana. 

Dari beberapa putusan diatas ada beberapa putusan yang diputus 

secara bersyarat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap 

rumusan norma yang telah diputus secara bersyarat tersebut dan juga 

penyesuaian beberapa undang-undang terkait terhadap putusan MK 

tersebut. Hal ini guna lebih memberikan kepastian hukum atas 

berlakunya norma akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi. 

 

B. Rekomendasi 

Perlu dilakukan perubahan terhadap UU Advokat yang 

dituangkan dalam rencana perubahan UU Advokat baik sebagai daftar 

kumulatif terbuka maupun dalam prolegnas prioritas Tahunan. 
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Adapun perubahan dimaksud adalah terhadap pasal-pasal yang telah 

diputus oleh MK sebagai berikut: 

No Perkara MK Pasal yang dibatalkan  Putusan 

1 Pkr.No.06/P

UU-II/2004 

Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 

Tentang Advokat 

 

Pasal 31 

 

“Setiap orang yang dengan 

sengaja menjalankan pekerjaan 

profesi Advokat dan bertindak 

seolaholah sebagai Advokat, tetapi 

bukan Advokat sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini, 

dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) Tahun dan 

denda paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta)”. 

 

Mengabulkan permohonan 

para pemohon. 

2 Pkr.No.101/

PUU-

VII/2009 

Pasal 4 ayat (1)  UU No. 18 Tahun 

2003 Tentang  Advokat. 

 

Pasal 4 ayat (1) 

 

“Sebelum menjalankan profesinya, 

Advokat wajib bersumpah menurut 

agamanya atau 

berjanji dengan sungguh-sungguh 

di sidang terbuka Pengadilan 

Tinggi di wilayah domisili 

hukumnya”. 

 

Pembatalan secara bersyarat 

3 Pkr.No.26/P Pasal 16 Undang-Undang Nomor Pembatalan secara bersyarat 
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No Perkara MK Pasal yang dibatalkan  Putusan 

UU-XI/2013 18 Tahun 2003 Tentang Advokat  

 

Pasal 16 

“Advokat tidak dapat dituntut baik 

secara perdata maupun pidana 

dalam menjalankan tugas 

profesinya dengan iktikad baik 

untuk kepentingan pembelaan 

Klien dalam sidang pengadilan”. 

 

4 Pkr.No.112/

PUU-

XII/2014 

dan Pkr. 

No. 

36/PUU-

XIII/2015 

 

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3)  

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2003 Tentang Advokat 

 

Pasal 4 ayat (1)  

 

“Sebelum menjalankan profesinya, 

Advokat wajib bersumpah menurut 

agamanya atau 

berjanji dengan sungguh-sungguh 

di sidang terbuka Pengadilan 

Tinggi di wilayah domisili 

hukumnya”. 

 

 

Pembatalan secara bersyarat 
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